Menimbang

Mengingat

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah  Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
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Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju

Nomor 3);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Mamuju.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri
atas belanja Pemerintah Daerah dan belanja transfer ke Desa.

8. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan daerah digunakan untuk
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam
APBD pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

Pasal 2
(1) APBD terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan

c. Pembiayaan Daerah.



(2) APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp.1.265.042.937.621,00 (satu triliun dua ratus enam puluh lima miliar
empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus
dua puluh satu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah,
dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
rincian sebagai berikut:

a. anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar
Rp.1.244.160.344.491,00 (satu triliun dua ratus empat puluh empat
miliar seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu
empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

b. anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar
Rp.1.263.042.937.621,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga
miliar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam
ratus dua puluh satu rupiah);

c. berdasarkan rencana anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan anggaran Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit anggaran pada tahun anggaran
2025 sebesar Rp.18.882.593.130,00 (delapan belas miliar delapan
ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu
seratus tiga puluh rupiah);

d. anggaran Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran
dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 sebesar
Rp.20.882.593.130,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh
dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah),
dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) sehingga Pembiayaan Netto Rp.18.882.593.130,00
(delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah); dan

e. defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditutupi oleh
pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada huruf d sehingga sisa
lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol

rupiah).



Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.244.160.344.491,00 (satu
triliun dua ratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh juta tiga ratus
empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang
bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah; dan

b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp.130.160.197.039,00 (seratus tiga puluh miliar
seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh

sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.49.951.875.707,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan
ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus
tujuh rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.70.794.544.856,00 (tujuh puluh miliar tujuh
ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu
delapan ratus lima puluh enam rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf «c¢ direncanakan  sebesar
Rp.4.533.776.476,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh
ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.880.000.000,00 (empat miliar

delapan ratus delapan puluh juta rupiah).



Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp.1.114.000.147.452,00 (satu triliun seratus
empat belas miliar seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh

dua rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.080.458.852.000,00 (satu triliun
delapan puluh miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus
lima puluh dua ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.33.541.295.452,00 (tiga puluh tiga
miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima

ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf

b digunakan untuk membiayai:

. belanja operasi;

a
b. belanja modal,

o

belanja tidak terduga; dan

o

belanja transfer.

Pasal 7

(1) belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp.891.318.256.547,00 (delapan ratus sembilan
puluh satu miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh enam

ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan
c. belanja hibah.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.543.348.008.020,00 (lima ratus empat puluh
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tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ribu dua puluh
rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.333.423.178.381,00 (tiga ratus tiga puluh tiga
miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu
tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

(4) Belanja hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.14.547.070.146,00 (empat belas miliar lima ratus empat
puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 8

(1) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan
sebesar Rp.205.173.896.817,00 (dua ratus lima miliar seratus tujuh
puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus
tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.302.570.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus
tujuh puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.43.632.872.069,00 (empat puluh tiga
miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu
enam puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp.74.117.120.633,00 (tujuh puluh empat
miliar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga
puluh tiga rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.83.140.755.615,00 (delapan
puluh tiga miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima

ribu enam ratus lima belas rupiah).
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(6) Belanja modal aset tetap lainnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.3.811.818.500,00 (tiga miliar delapan
ratus sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.168.760.000,00 (seratus enam puluh delapan

juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c

direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 10

(1) belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
direncanakan sebesar Rp.158.550.784.257,00 (seratus lima puluh
delapan miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat

ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.5.994.642.057,00 (lima miliar sembilan ratus
sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima puluh
tujuh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.152.556.142.200,00 (seratus lima puluh dua
miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua
ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf d yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.



Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rp.20.882.593.130,00 (dua puluh miliar
delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu
seratus tiga puluh rupiah), bersumber dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp.20.882.593.130,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh
dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar

rupiah) berupa penyertaan modal Daerah.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.20.882.593.130,00
(dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus

sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.20.882.593.130,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh

dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun

anggaran 2025;



(2) Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2025, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam

laporan Realisasi Anggaran;

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian orang dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannyaa belum tersedia dalam tahun anggaran bejalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan peraturan daerah Perubahan APBD 2025.

(2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Dberada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
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(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi
pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) sebagai berikut:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan
masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat Daerah.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan
APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari:
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lampiran kesatu

lampiran kedua

lampiran ketiga

lampiran keempat

lampiran kelima

lampiran keenam

lampiran ketujuh

lampiran kedelapan

lampiran kesembilan

lampiran kesepuluh

lampiran kesebelas

lampiran kedua belas

lampiran ketiga belas

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
rincian APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan,;

menurut urusan

rekapitulasi belanja

Pemerintah Daerah, organisasi, program,
kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta
sub keluaran;

rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar
pelayanan minimal;

sinkronisasi program pada rencana
pembangunan

dengan APBD;

jangka menengah Daerah

sinkronisasi program, kegiatan dan sub
kegiatan pada rkpd dan ppas dengan APBD;
sinkronisasi program prioritas nasional dan
prioritas provinsi dengan program prioritas
Daerah;

daftar jumlah pegawai per golongan dan per
jabatan;

daftar piutang Daerah;

daftar penyertaan modal Daerah dan investasi
Daerah lainnya,;

daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-

lain;
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n. lampiran keempat belas daftar sub kegiatan tahun jamak;
o. lampiran kelima belas daftar dana cadangan; dan

p. lampiran keenam belas daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18
Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI MAMUJU,
cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 8
REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2024

Disalin sesuai aslinya
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